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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah Menetapkan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bireuen Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Bireuen;

- bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor
16/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 telah mengabulkan eksepsi
Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan
permohonan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
diterima;

- bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016,
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Bireuen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir = dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomorl Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



CATATAN :

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2017, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan di Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016,
Keputusan KIP Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang, Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP
KabupatenBireuen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bireuen Tahun 2017, Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor
2 Tahun 2017, Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-
BIREUEN/I1/2017.

Dalam Keptusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, Nomor Urut 6
(enam), Sdr. H. Saifannur, S.Sos dan Sdr. Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si,
dengan perolehan suara sebanyak 74.292 (tujuh puluh empat ribu dua
ratus sembilan puluh dua) suara atau 34,90% (tiga puluh empat koma
sembilan puluh persen) dari total suara sah.

Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6
April 2017.



